
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bahkan pajak adalah sektor penerimaan yang

paling mendominasi jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun meski peranan pajak

sangat signifikan, penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal padahal

Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah

kegiatan usaha. Penerimaan pajak yang masih belum maksimal tersebut disebabkan karena

masih banyak wajib pajak khususnya badan usaha yang berusaha melakukan tax avoidance.

Bagi perusahaan akan selalu mencari celah untuk mengurangi biaya pajak karena pajak

merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Perusahaan juga mengadopsi

strategi pajak untuk tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham (Landry et al, 2013).

Tax avoidance merupakan tax affairs yang masih ada dalam bingkaian ketentuan

perpajakan (lawful). Tax avoidance dapat terjadi dalam bunyi ketentuan atau tertulis

diundang-undang dan berada dari jiwa undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi

ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang karena tax

avoidance sangat merugikan negara (Suandy, 2013). Tax avoidance yang dilakukan oleh

perusahaan dapat menyebabkan kurangnya penerimaan negara dari sektor pajak sehingga

dapat menghambat tugas negara yaitu melakukan pembangunan nasional guna meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tingkat tax avoidance perusahaan dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan. Corporate

Governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang

saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemengang
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kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka,

dengan kata lain suatu sistem yangmengatur dan mengendalikan perusahaan (Suandy, 2013).

Struktur kepemilikan menjadi salah satu instrumen penting dalam Corporate

Governance untuk mengurangi masalah keagenan. Dalam penelitian ini struktur kepemilikan

mencakup 2 kategori yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial (Charisma dan

Dwimulyani, 2019).

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan oleh institusi atas suatu

entitas. Kepemilikan entitas oleh institusi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan

terhadap agent dalam menjalankan proses bisnis entitas sehingga dapat mengurangi tindakan

oportunistik dari manajer perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel kepemilikan manajerial

diukur mengunakan rasio jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah saham

beredar (Charisma dan Dwimulyani, 2019).

Kepemilikan oleh institusi atas entitas diharapkan dapat mengawasi kinerja manajer

agar lebih optimal dalam mengambil keputusan sehingga diharapkan dapat mengurangi

tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajemen. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat

kepemilikan institusional yang dimiliki oleh pihak ekternal maka semakin kuat dalam

mengendalikan perusahaan. Pihak ekternal dapat memepengaruhi pihak manajemen dalam

kegiatanya untuk dapat mengendalikan perusahaan termasuk juga tindakan tax avoidance

(Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Struktur kepemilikan saham manajerial pada suatu entitas akan mempengaruhi sikap

manajemen tersebut dalam menentukan apakah akan melakukan tindakan tax avoidance

ataupun tidak. Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan oleh manajemen

atas suatu entitas. Kepemilikan saham oleh manajerial disebut dapat menurunkan tingkat tax

avoidance dikarenakan keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap entitas yang

dimiliknya. Kepemilikan manajerial dipandang dapat menyatukan tujuan antara pemegang
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saham dan entitas sehingga dapat mengurangi perilaku manajemen dalam mementingkan

kepentingan diri sendiri (Winata, 2014).

Berikut ini adalah rata-rata perusahaan yang melakukan tax avoidance (penghindaran

pajak) berdasarkan perhitungan CETR diambil dari 5 perusahaan non keuangan yang

terdaftar di BEI 2016-2018 yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

CETR 5 perusahaan non keuangan 2016-2018
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Gambar 1.1
Sumber Data : www.idx.co.id (Data Diolah)

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dijelaskan bahwa Tingkat Penghindaran Pajak pada

perusahaan PT Tunas Baru Lampung Tbk dan PT Elnusa Tbk periode 2016-2018 mengalami

kenaikan setiap tahunnya, sedangkan pada perusahaan PT aneka Tambang Tbk periode 2016-2017

mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari 0,609 menjadi 0,814 pada penghindaran pajak yang

dilakukan perusahaan kemudian pada tahun 2018 penghindaran pajak perusahaan mengalami

penurunan menjadi 0,683. Pada perusahaan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk dan Dharma

Samudera Fishing Industries Tbk penghindaran pajak pada perusahaan tersebut mengalami

fluktuatif, yaitu pada tahun 2016-2017 penghindaran pajak perusahaan tersebut mengalami

penurunan yang relatif tinggi, sedangkan pada tahun 2018 penghindaran pajak meningkat dari

tahun sebelumnya. Berkembangnya perusahaan manufaktur tidak sejalan dengan pendapatan

pajak dari sekor tersebut.

UNIVERSITAS BUNG HATTA



Salah satu wajib pajak yang paling merugikan negara adalah wajib pajak badan.

Menurut Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), pengelakan pajak

merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang

merupakan angka penghindaran pajak. Sekitar 80 persen tax avoidance dilakukan oleh

perusahaan (Himawan, 2017). Setiap kebijakan yang diambil perusahaan tidak terlepas dari

struktur kepemilikan yang mengendalikan perusahaan tersebut, termasuk masalah perpajakan.

Metode yang lebih rumit dalam pengelakan pajak dapat dilakukan dengan melibatkan

struktur kepemilikan dan transaksi yang kompleks untuk mempersulit jangkauan otoritas

maka kepemilikan maupun transaksi dibuat berlapis-lapis (Sudiarta, 2016).

Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang berpengaruh dalam tax

avoidance di perusahaan masih harus dikaji karena terdapat inkonsistensi dengan hasil

penelitian terdahulu (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014), faktor kepemilikan institusional

berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Besar kecilnya kepemilikan institusional

akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh

perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Endari, dkk (2016)

dan Charisma dan Dwimulyani, (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, tingkat tindakan pajak yang agresif akan

turun ketika entitas tersebut dimiliki oleh suatu institusi. Zahirah., dkk, (2017) juga

menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Namun hasil berbeda terdapat dalam penelitian Pohan (2009) yang menemukan bahwa

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Keterlibatan

institusional investor tidak memiliki pengaruh dalam menurunkan tax avoidance, dengan

demikian pemilik institusi tidak berusaha dengan keras untuk mempengaruhi manajemen agar

tidak melakukan tax avoidance dalam arti negatif. Selanjutnya Sandy dan Lukviarman (2015)
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juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax

avoidance serta Wulansari (2017) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak

berpengaruh terhadap tax avoidance.

Charisma dan Dwimulyani, (2019) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance (tax avoidance). Semakin besar proporsi

kepemilikan saham manajerial, maka manajemen cenderung menekan tindakan tax avoidance.

Penelitian Winata (2014) membuktikan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan

terhadap tax avoidance. Kepemilikan manajerial dipandang dapat menyatukan tujuan antara

pemegang saham dan entitas sehingga dapat mengurangi perilaku manajemen dalam

mementingkan kepentingan diri sendiri. Berbeda dengan hasil penelitian Endari,dkk (2016)

menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal

ini dikarenakan proporsi kepemilikan oleh manajer masih tergolong kecil, sehingga manajer

tidak memiliki hak yang besar dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan gap literatur ketidakkonsistenan pada hasil

penelitian-penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali

permasalahan mengenai tax avoidance yang terjadi di Indonesia dengan variabel-variabel

yang mempengaruhinya. Selain itu, peneliti melakukan penelitian pada objek yang berbeda

yaitu pada perusahaan non keuangan yaitu sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan,

serta tahun pengamatan yang terbaru untuk memperoleh sampel penelitian yakni dari tahun

2015-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance?

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menguji secara empiris

tentang :

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.

2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap

literatur penelitian terkait dengan tax avoidance perusahaan.

2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa adanya kepemilikan

institusional dan kepemilikan manajerial tidak hanya berdampak pada kinerja

perusahaan tetapi sebagai komponen dari corporate governance juga mempengauhi

sikap perusahaan agar patuh dalam membayar pajak.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para

pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana risiko

tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan dengan struktur kepemilikan

institusionaldan kepemilikan manajerial.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab,

hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Secara garis besar materi

pembahasan dari masing-masing bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan yang menguraikan latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
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Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan review penelitian terdahulu

yang relevan dan mendukung penelitian, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran dan

pengembangan hipotesis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan penelitian yang memuat variabel penelitan dan defenisi

operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data

dan metode analisis.

Bab 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi

hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

Bab 5: PENUTUP

Bab yang menjelaskan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan

data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran-saran bagi penelitian selanjutnya.
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